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HERIANSYAH P., Nomor Induk Mahasiswa B11112285 Hukum 
Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 
dengan judul Aspek Hukum Penatagunaan Tanah Pantai Hasil 
Reklamasi Oleh Masyarakat di Pulau Barrang Lompo, dibimbing 
Farida Patittingi selaku pembimbing I dan Sri Susyanti Nur selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alas hak atas tanah pantai hasil 
reklamasi oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo serta untuk 
mengetahui pelaksanaan penatagunaan tanah pantai hasil reklamasi 
tersebut.  
Penelitian ini dilakukan di Pulau Barrang Lompo, Kelurahan Barrang 
Lompo, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan Badan Pertanahan 
Nasional Kota Makassar. Sumber data yang ditelaah dalam penelitian ini 
antara lain hasil wawancara dan literatur yang berkaitan dengan 
penatagunaan tanah serta penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah di Wilayah pesisir, baik berupa buku maupun peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan 
kepustakaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 
disesuaikan dengan kenyataan di lapangan serta dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Tanah hasil reklamasi yang dilakukan 
oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo belum memiliki alas hak atas tanah 
yang dihasilkan dari reklamasi yang mereka lakukan. Mereka hanya 
melakukan penguasaan fisik terhadap tanah tersebut selama bertahun-
tahun. 2) Penatagunaan tanah hasil reklamasi di Pulau Barrang Lompo 
belum pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Penguasaan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi tersebut dilakukan 
oleh mereka yang melakukan reklamasi tersebut dengan tetap 
memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di 
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Wacana mengenai agraria tidak akan terlepas dari ruang lingkup 
agraria itu sendiri, yaitu mengenai bumi, air, udara dan segala kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya. Bumi, air, udara dan segala kekayaan 
alam yang ada harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI1945).1 
Pembahasan mengenai agraria pada mulanya hanya tertuju pada 
masalah mengenai tanah sebagai permukaan dari bumi. Tanah meliputi 
permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di 
bawah air, termasuk air laut.2 Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia 
yang sangat mendasar. Manusia melakukan aktivitasnya di atas tanah, 
sehingga kebutuhan akan tanah merupakan hal yang sangat penting. 
Perkembangan populasi manusia yang semakin meningkat, terutama di 
Indonesia sendiri, membuat kebutuhan akan tanah juga semakin hari 
semakin tinggi, masyarakat berlomba-lomba untuk memperoleh tanah, 
                                                          
1
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:”Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
2
Boedi Harsono, 2008,Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan Undang-undang 





selain karena memang merupakan kebutuhan, tanah juga dijadikan 
investasi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  
Jumlah manusia yang semakin hari semakin meningkat sedangkan 
tanah yang tersedia sangat terbatas, menjadi suatu permasalahan yang 
besar yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kebutuhan masyarakat 
terhadap ketersediaan tanah, banyak dialami oleh masyarakat yang tinggal 
di kota-kota besar, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang meningkat 
secara signifikan setiap tahunnya sehingga memerlukan regulasi yang 
tepat agar setiap warga negara Indonesia dapat memiliki tanah dan tidak 
terjadi penguasaan tanah secara berlebihan oleh satu orang. Kebutuhan 
akan tanah juga disebabkan karena adanya berbagai macam kemajuan 
dan perkembangan yang menghendaki tersedianya tanah yang banyak, 
misalnya tanah untuk perkebunan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat 
olahraga, tempat hiburan, dan jalanan untuk perhubungan. 
Kebutuhan akan tanah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di 
perkotaan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. 
Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar didunia dengan 17.504 
pulau dan dipertegas di dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 yang 
menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara 
Kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan 
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.Indonesia memiliki 
banyak pulau-pulau kecil baik yang berpenghuni maupun yang tidak 





masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dalam hal kebutuhan akan 
tanah. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan 
memiliki akses yang cukup mudah dari pusat pemerintahan daerah 
memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang 
mengakibatkan kebutuhan mereka akan tanah juga semakin tinggi 
sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas dan telah digunakan untuk 
membangun rumah dan bangunan-bangunan lainnya, sehingga mereka 
berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tanah. 
Salah satu usaha mereka dalam memecahkan masalah tersebut yaitu 
dengan melakukan reklamasi (penimbunan pantai). 
Seperti halnya yang terjadi disalah satu pulau kecil yang berada di 
Wilayah Kota Makassar, yaitu Pulau Barrang Lompo. Pulau Barrang 
Lompo merupakan salah satu dari beberapa pulau kecil yang berada di 
wilayah Kota Makassar. Pulau Barrang Lompo termasuk ke dalam wilayah 
administratif Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah, Kota 
Makassar. Masyarakat Pulau Barrang Lompo yang sebagian besar bekerja 
sebagai nelayan tradisional telah lama menghuni pulau kecil ini, tanah 
yang dihuni merupakan tanah turun-temurun yang telah ada sejak 
bertahun-tahun lamanya. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat 
kebutuhan akan tanah semakin tinggi. Pulau yang dulunya masih memiliki 
banyak pohon sekarang menjadi gersang karena aktifitas masyarakat yang 
menebang pohon kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah tempat 





pemukiman,masyarakat lalu menggunakan lahan disekitar sempadan 
pantai sebagai tempat permukimanwarga sekitar, sempadan pantai 
menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 adalah daratan sepanjang 
tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, 
minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan 
daerah sempadan pantai seharusnya tidak diperuntukkan sebagai daerah 
permukiman karena merupakan tanah negara, tetapi tidak ada jalan lain 
bagi masyarakat di pulau ini untuk memenuhi kebutuhannya akan tanah. 
Semakin hari tanah yang tersedia semakin berkurang karena 
bertambahnya penduduk, baik yang merupakan penduduk asli dari pulau 
tersebut maupun penduduk yang datang dari daerah lain yang menetap 
dan hidup disana kemudian membangun rumah di tanah kosong yang 
dulunya masih tersedia banyak di pulau tersebut. Hal ini mendorong 
masyarakat di Pulau Barrang Lompo melakukan suatu usaha guna 
mendapatkan lahan baru untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai lahan 
untuk membangun tempat tinggal. Salah satu cara masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan mereka akan tanah yaitu dengan melakukan 
reklamasi pantai. Reklamasi ini telah lama dilakukan oleh masyarakat di 
pulau Barrang Lompo tanpa ada pengawasan dari pemerintah setempat. 
Apabila kegiatan reklamasi ini terus-menerus dilakukan, maka akan 
memicu kerusakan lingkungan yang juga dapat mengganggu ekosistem 
laut yang ada di pulau tersebut. Masyarakat yang berada di pulau-pulau 





ditimbulkan dari reklamasi yang dilakukan terus-menerus tanpa adanya 
pengendalian tentang kerusakan lingkungan. Jarak yang jauh dari pusat 
pemerintahan daerah karena diantarai oleh lautan membuat pemerintah 
seperti acuh tak acuh terhadap pembangunan yang dilakukan di pulau-
pulau kecil seperti di pulau Barrang Lompo. Pemerintah dalam hal ini dari 
pihak kelurahan barrang lompo sendiri seperti membiarkan reklamasi ini 
terus-menerus dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa memberikan 
arahan kepada masyarakat. Tidak ada upaya konkrit dari pemerintah 
setempat untuk menata penggunan tanah hasil reklamasi oleh masyarakat 
setempat. Padahal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 
2004 tentang penatagunaan tanah, Pasal 12 mengatur bahwa: “Tanah 
yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan 
pantai, pasang surut, rawa, danau,  dan bekas sungai dikuasai langsung 
oleh Negara”. 3  Dalam konteks ini jelas bahwa tanah hasil reklamasi 
dikuasai oleh Negara, tetapi dalam kenyataannya masyarakat yang 
melakukan reklamasi secara perorangan di pulau tersebut dengan bebas 
menguasai dan memanfaatkan tanah hasil reklamasi tersebut. 
Maka dalam hal ini diperlukan peran aktif pemerintah agar 
pemanfaatan dan pengelolaan tanah di pulau-pulau kecil tidak di pandang 
sebelah mata, serta tanah-tanah dari hasil reklamasi yang dilakukan oleh 
masyarakat dapat diperjelas status hukum serta pengaturannya agar 
amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu untuk kemakmuran 
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rakyat Indonesia dapat tercapai serta masyarakat dapat memperoleh 
kepastian hukum atas tanah yang diusahakannya. 
Atas dasar pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti hal-
hal mengenai reklamasi pantai dengan judul: “Aspek Hukum 
Penatagunaan Tanah Pantai Hasil Reklamasi Oleh Masyarakat di 
Pulau Barrang Lompo” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah alas hak atas tanah hasil reklamasi pantai oleh 
masyarakat di Pulau Barrang Lompo? 
2. Bagaimanakah pelaksanaanpenatagunaan tanah hasil reklamasi 
oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang terangkum 
dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui alas hak atas tanah pantai hasil reklamasi 
oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penatagunaan tanah pantai 






D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat Penelitian ini adalah: 
1. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum 
pada umumnya, khususnya dalam pembangunan ilmu hukum di 
bidang pertanahan. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pemerintah, dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan 
dengan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, maupun 
perizinan dalam penggunaan tanah khususnya untuk tanah hasil 
reklamasi di daerah sempadan pantai. Serta agar dapat 
melahirkan suatu kebijakan baru tentang pengaturan mengenai 















A. Penguasaan dan Pemanfaatan Atas Tanah  
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi. 
Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala 
aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah 
dalam pengertian yuridis disebut hak.4 
Tanah meruapakan salah satu komponen lahan berupa lapisan 
teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta 
mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan 
menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.5 
Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan  
Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dinyatakan dalam 
Pasal 4 ayat (1) bahwa:6 
Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 2 ditentukan bahwa adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 
serta badan hukum 
 
 Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas 
sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua 
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dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan ruang dalam pengertian 
yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebat dan tinggi, 
yang dipelajari dalam hukum Penataan Ruang.7Hak atas tanah adalah hak 
yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk 
mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. 
Perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas 
tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, 
sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian 
bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan 
mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, 
perkebunan. 
 Demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat sesuai amanat 
UUD NRI 1945, maka di Indonesia dikenal suatu pembatasan luas 
maksimum penguasaan tanah. Pada Pasal 7 UUPA menetapkan, bahwa 
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan 
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Dari 
penjelasannya kita dapat mengetahui, bahwa pasal tersebut bermaksud 
untuk mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-
golongan dan orang-orang tertentu saja.8 
 Dalam Pasal 17 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan asas 
dalam Pasal 7 menyatakan dalam ayat (1) dan (2), bahwa dalam waktu 
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yang singkat perlu diatur luas maksimum tanah yang boleh dipunyai 
dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. Selanjutnya 
dalam ayat (3), bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas 
maksimum tersebut akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, 
untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.9 
 Bentuk-bentuk penguasaan atas tanah memiliki Hierarki hak-hak 
penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yaitu:10 
1. Hak bangsa Indonesia atas tanah 
2. Hak menguasai dari negara atas tanah 
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat 
4. Hak-hak perseorangan, meliputi: 
a. Hak-hak atas tanah 
b. Wakaf tanah hak milik 
c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan) 
d. Hak milik atas satuan rumah susun. 
 
1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah 
Dalam penjelasan UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang 
angkasa dalam Wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya 
diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, juga menjadi Hak 
Bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak para pemiliknya 









saja. 11 Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau 
tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli daerah atau pulau yang 
bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian hubungan Bangsa 
Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan 
semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling 
atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.12 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan 
atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam 
wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan 
menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. 13 Hak 
Bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat Komunalistik, artinya 
semua tanah yang ada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu 
sebagai Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA).14 Hubungan antara 
Bangsa Indonesia dengan tanah tersebut bersifat abadi, artinya hubungan 
antara Bangsa Indonesia dengan Tanah akan berlangsung tiada terputus-
putus untuk selama-lamanya.15  
2. Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah 
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Dalam penelitian ilmiah, Seksi Agraria UGM berkesimpulan bahwa 
hak negara atas wilayahnya sebaiknya adalah hak menguasai.16Hal ini 
tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pula tidak 
bertentangan dengan hak ulayat yang dikenal dalam hukum adat. 
Kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat pemerintah sehingga hak 
menguasai negara dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.17 
Hak ini tidak memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik 
dan menggunakannya seperti hak atas tanah karena sifatnya semata-mata 
sebagai kewenang publik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 
UUPA. 18 Menurut Oloan Sitorus, kewenangan Negara dalam bidang 
pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA 
merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan 
memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan 
nasional.19 
Penguasaan negara atas tanah di seluruh Wilayah Republik 
Indonesia bersumber pula pada Hak Bangsa Indonesia yang meliputi 
kewenangan negara dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu:20 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 
Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan, dan 
menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh UUPA 
diberikan suatu interpretasi autentik mengenai hak menguasai dari negara 
yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hubungan 
hukum yang bersifat publik semata-mata. Dengan demikian tidak akan ada 
lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar tersebut.21 
Tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam Pasal 
2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 
dan makmur.22 
Pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat 
dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra 
(Pemerintah Daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar 
diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut 
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). 









Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat 
juga diberikan kepada Badan Otorita, Perusahaan Negara, dan 
Perusahaan Daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu 
dengan Hak Pengelolaan (HPL).23 
3. Pemanfaatan Wilayah Pesisir 
Pemanfaatan atas willayah yang berada di pesisir pantai ataupun 
yang berada di pulau-pulau kecil telah diatur secara nasional dalam 
Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan di dalam lingkup Pemerintahan Propinsi, 
khususnya di Sulawesi Selatan, pemanfaatan atas wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil juga telah diatur dalam sebuah Keputusan Gubernur No. 
71 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pendayagunaan 
Tanah Pantai dan Pulau Kecil Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian untuk 
pemanfaatan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di Kota 
Makassar sendiri, diatur dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 16 tahun 2004 tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir, 
dan Pelabuhan. Regulasi-regulasi di atas menjadi pedoman dalam 
pemanfaatan atas Wilayah pesisir khususnya yang berada di Kota 
Makassar sendiri. 
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Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya tercantum 
di dalam Pasal 23 Undang-undang No.1 tahun 2014 yang menyatakan:24 
(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan 
berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu 
dengan pulau besar di dekatnya. 
(2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 
kepentingan sebagai berikut: 
a. konservasi; 
b. pendidikan dan pelatihan; 
c. penelitian dan pengembangan; 
d. budi daya laut; 
e. pariwisata; 
f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; 
g. pertanian organik; 
h. peternakan; dan/atau 
i. pertahanan dan keamanan negara. 
 
 Kota Makassar sendiri khususnya mengatur pemanfaatan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah 
(RTRW) yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 
Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-
2015. Dalam Pasal 8 angka 5 Peraturan Daerah tersebut dinyatakan 
bahwa:25 
Wilayah pengembangan (WP) V kepulauan Spermonde Makassar, 
dengan dasar kebijakan utamanya yang diarahkan pada peningkatan 
kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui 
peningkatan budidaya laut dan pemanfaat sumber daya perikanan 
dengan konservasi ekosistem terumbu karang;  
Berdasarkan pasal di atas, maka arah pengembangan dari pulau-
pulau yang ada di wilayah Kota Makassar yaitu kepada sektor pariwisata 
yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat. 
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Terdapat 12 pulau di Kota Makassar dan semuanya tergolong pulau 
kecil. Hampir semua pulau kecil yang ada di wilayah Kota Makassar 
berpenghuni. Hanya ada 1 (satu) pulau kecil yang tidak berpenghuni dan 1 
(satu) lainnya berpenghuni tidak tetap, karena pulau tersebut khusus 
dijadikan sebagai tempat wisata, yaitu pulau kayangan. Berhubung hampir 
semua pulau di Kota Makassar berpenghuni, maka tentu saja penggunaan 
tanahnya mengikuti kebutuhan masyarakat pulau tersebut seperti 
permukiman, sarana pariwisata, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan 
fasilitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat lainnya.26 
Dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Keputusan Gubernur Sulawesi 
Selatan No. 71 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan dan 
Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil Propinsi Sulawesi Selatan 
dituliskan bahwa:27 
1. Pulau kecil yang telah berpenghuni pemanfaatan dan 
pengembangannya diprioritaskan untuk masyarakat yang telah 
menghuni; 
2. Pihak lain yang ingin memanfaatkan Pulau-pulau kecil sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus melibatkan masyarakat 
setempat setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. 
3. Perolehan hak oleh pihak-pihak lain dimungkinkan setelah melakukan 
penataan  penguasan dan penggunaan tanah masyarakat setempat 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan bunyi pasal di atas dalam wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang ada di propinsi Sulawesi Selatan pemanfaatannya 
diprioritaskan untuk masyarakat setempat. 
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B. Penatagunaan Tanah 
Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia, dianggap penting karena wilayah daratan yang sangat 
terbatas yaitu hanya 25% dari keseluruhan luas bumi, sementara 
kesediaan tanah yang ada di muka bumi semakin berkurang seiring 
meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah. Dalam 
mempertahankan hidupnya, penduduk menggunakan tanah sebagai 
sumber daya, baik dalam pertanian, pertambangan, perindustrian dan 
sebagainya sehingga dibutuhkan penataan terhadap penggunaan tanah 
secara terpadu oleh pemerintah. Tata guna tanah (Land Use) adalah 
pengaturan penggunaan tanah, dimana dalam tata guna tanah yang 
dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi di 
daratan, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan.28 
Penatagunaan tanah diatur dalam sebuah peraturan tersendiri yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 
Tanah. Dalam Pasal 1 angka 1 diuraikan bahwa:29 
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna 
tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan 
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kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu 
kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. 
 
 
 Dalam pengertian mengenai penatagunaan tanah dalam Pasal 1 
ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat 3 garis besar pola 
pengelolaaan tanah yang perlu penjelasan lebih lanjut yaitu mengenai 
Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Dalam angka 
selanjutnya yaitu  angka 2, 3, dan 4 di Pasal 1 diuraikan bahwa:30 
1. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, 
kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 
2. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang 
merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. 
3. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah 
tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. 
 
kemudian dalam Pasal 3 menurut tujuan dari pelaksanaan penatagunaan 
tanah yaitu:31 
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a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi 
berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah;  
b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar 
sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah; 
c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan 
dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta 
pengendalian pemanfaatan tanah; 
d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 
memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang telah ditetapkan. 
 
Diatur lebih lanjut mengenai kebijakan penatagunaan tanah dalam 
Peraturan Pemerintah ini  diselenggarakan terhadap beberapa jenis tanah 
menurut hak yang melekat pada tanah tersebut, hal ini diatur dalam Bab IV 
Pasal 6 yang menyatakan bahwa:32 
a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau 
belum terdaftar; 
b. tanah negara; 
c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Terhadap tanah-tanah yang disebutkan di atas, pada Pasal 7 
dijelaskan bahwapenggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.Dalam Peraturan Pemerintah ini 
juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan reklamasi pantai, yaitu dalam 
Pasal 12 yang menyatakan bahwa:33 
Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah 
perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai 
langsung oleh Negara. 
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Dalam peraturan pemerintah ini pula diatur mengenai penguasaan 
dan pemanfaatan tanah pada Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir, yaitu 
pada Pasal 15 yang menyatakan bahwa:34 
Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-
bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, 
sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan: 
a. kepentingan umum; 
b. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan,  




C. Pulau-Pulau Kecil 
Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) 
terbesar di dunia. Indonesia terbentuk dari  konfigurasi pulau-pulau yang 
berjumlah sekitar 17.508 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 
luas laut sekitar 5,8 juta km2. Konfigurasi pulau yang demikian banyak 
tersebut, ternyata sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil yang 
jumlahnya diperkirakan lebih dari 10.000 buah.35 
1. Definisi Pulau-Pulau Kecil 
Memberikan definisi mengenai pulau-pulau kecil adalah suatu hal 
yang tidak mudah dikarenakan banyaknya perdebatan tentang definisi 
pulau-pulau kecil itu sendiri dalam berbagai forum oleh para pakar.36 
Kesepakatan yang tertuang dalam Agenda 21 Iindonesia 
memberikan pengertian pulau sebagai daratan yang dikelilingi oleh air, 
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namun sewaktu-waktu daratan tersebut tertutup oleh air.37 Kemudian di 
dalam artikel 121.1 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa pulau adalah suatu 
wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan 
selalu berada di atas air pasang.38 
Beberapa definisi yang ada di atas menjelaskan tentang apa yang 
dimaksud sebagai pulau, tetapi pulau yang dimaksud adalah definisi pulau 
secara umum, tidak menjelaskan  pengertian pulau kecil secara spesifik. 
Pulau kecil menurut Dahuri adalah pulau yang berukuran kecil yang secara 
ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland) dan memilik batas yang 
pasti, terisolasi dari habitat lain. 39   Sedangkan di dalam lokakarya 
Interoceanic Workshop on Sustainable Development and Environmental 
Management of Small Island  pada tahun 1986 didefinisikan mengenai 
pulau kecil, yaitu wilayah yang memiliki luas 10.000 km2 atau kurang 
dengan jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa.40 Batasan pulau kecil 
juga dirumuskan pada pertemuan CSC (1984) yang menetapkan pulau 
kecil adalah pulau yang luas area maksimum 5.000 km2.41 Penjelasan di 
atas melihat pulau kecil dari segi luas wilayah dan juga jumlah penduduk. 
Kemudian UNESCO pada tahun 1991 memutuskan bahwa yang dimaksud 
dengan pulau kecil yaitu pulau yang luas arealnya kurang dari 200 km2.42 

















Selain dilihat dari luas areal wilayah dan juga jumlah penduduk, pulau 
kecil juga dapat dilihat dari segi pemanfaatan sosial-ekonomi dan juga 
demografinya. Bahkan dari hasil penelitian UNESCO mengenai hidrologi 
dan sumberdaya air pulau, mengelompokkan pulau menjadi 3 kategori, 
yaitu pulau besar yang memiliki luas lebih dari 2.000 km2, pulau kecil yang 
memilik luas kurang dari 2.000 km2, dan juga pulau sangat kecil yaitu yang 
memiliki luas kurang 100 km2. 43  Sementara di dalam lokakarya 
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia pada tahun 1998 di Jakarta, 
disepakati pengertian pulau kecil, yaitu ruang daratan yang berelevasi di 
atas muka air pasang dari perairan yang mengelilinginya, berukuran lebih 
kecil dari 100 km2, baik yang berpenghuni maupun yang tidak 
berpenghuni.  
Definis pulau-pulau kecil yang dapat dijadikan patokan di dalam 
merumuskan penelitian ini adalah seperti yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil dalam Pasal 1 angka 3, yaitu:44 
Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 
km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. 
2. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia 
Undang-undang Pokok Agraria mengenal yang namanya asas hak 
menguasai atas negara, artinya secara konseptual negara menguasai 









seluruh tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) termasuk tanah yang berada dan tersebar di pulau-pulau kecil yang 
ada di Indonesia. Bukan hanya tanah, tetapi yang menjadi objek 
penguasaan negara lebih luas lagi terhadap Bumi, air dan ruang angkasa. 
Menguasai dalam hal ini bukan berarti seluruh Bumi, air dan ruang 
angkasa yang ada merupakan milik negara, tetapi menguasai dalam artian 
memiliki wewenang dalam mengatur pengelolaannya untuk mencapai 
kesejahteraan rakyat sebagai organisasi tertinggi yang menjalankan roda 
pemerintahan. Sebagai organisasi kekuasan dari Bangsa Indonesia itu, 
untuk pada tingkatan yang tertinggi:45 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaannya. 
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 
(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
 Menurut Soetiknjo, berdasarkan hasil penelitian dari 
berbagai konsep, teori dan asas-asas tentang hubungan negara 
dengan tanah, ditemukan 3 alternatif dalam mengadakan hubungan 
langsung antara negara dengan tanah, yaitu:46 
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a. Negara sebagai subjek yang dapat dipersamakan dengan 
perorangan, sehingga hubungan antar negara dengan tanah 
mempunyai sifat privaatrechtelijk, negara sebagai pemilik. Hak 
negara adalah hak dominium. 
b. Negara sebagai subjek dalam kedudukannya sebagai negara, 
bukan perorangan, jadi sebagai badan kenegaraan yang 
publikrechtelijk. Hak negara adalah hak dominium juga, di 
samping itu dapat digunakan hak publik. 
c. Negara sebagai subjek dalam arti sebagai personifikasi rakyat 
seluruhnya, jadi bukan sebagai perorangan atau badan 
kenegaraan. Dalam konsep ini, negara tidak lepas dari rakyatnya. 
Apabila demikian, maka hak negara adalah hak kommunes atau 
hak imperium, yaitu hak menguasai tanah atau penggunaannya.  
Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau kecil dituliskan pada Pasal 1 angka 1, yaitu:47 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu 
pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan 
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem 
darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
 
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 
sumber daya alam pulau-pulau kecil yang sangat besar dan beraneka 
ragam. Pulau-pulau kecil secara fisik memiliki sumberdaya kelautan yang 
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melimpah, merupakan aset bangsa yang strategis untuk dikembangkan 
dengan basis pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa-jasa 
lingkungan. Menurut D. Hein, pulau-pulau kecil merupakan kasus khusus 
pembangunan, karena memiliki ciri khusus yang meliputi sumberdaya 
alam, ekonomi, aspek sosial budaya yang spesifik.48Sebagian penduduk 
pesisir, dengan alasan untuk tetap bertahan hidup, menjadi semakin 
terbiasa untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam melalui 
cara-cara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian. 
Dahuri berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil sangat penting dan strategis karena 4 alasan pokok.49Pertama, 
wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan di bumi yang memiliki 
produktivitas hayati yang tinggi. Berbagai ekosistem paling produktif di 
dunia, seperti mangrove, padang lamu (seagrass beds), dan terumbu 
karang, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir. Kedua, wilayah pesisir 
banyak memiliki daerah-daerah yang indah dan nyaman untuk rekreasi 
dan pariwisata. Sementara itu, wilayah pesisir juga menjadi pusat 
pemukiman, pelabuhan, bisnis, dan kegiatan manusia lainnya. Oleh 
karena itu, wajar bila dari separuh jumlah penduduk dunia bermukim di 
wilayah pesisir, dan dua per tiga kota-kota besar di dunia juga terletak di 
wilayah ini.ketiga, wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan 
lingkungan (environmental stresses) yang tinggi, karena kepadatan 
penduduk dan intensits pembangunan yang tinggi di wilayah ini. Selain 
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dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan-kegiatan pembangunan di 
wilayah pesisir, wilayah ini juga menerima dampak kiriman dari berbagai 
kegiatan manusia di lahan atas (upland areas), terutama berupa lahan 
tercemar dan sedimen dari erosi tanah. Keempat, wilayah pesisir, 
khususnya perairan pesisir, biasanya merupakan sumber daya milik 
bersama (common property resources), sehingga berlaku rejim open 
access. Artinya, siapa saja boleh memanfaatkan wilayah ini untuk berbagai 
kepentingan. Pada rejim open access ini, setiap pengguna ingin 
memanfaatkan sumber daya pesisir semaksimal mungkin dan sukar 
dilakukan pengendalian, sehingga sering sekali terjadi kehancuran 
ekosistem sebagai akibat dari tragedi bersama (tragedy of the common). 
D. Reklamasi  
1. Definisi Reklamasi 
Reklamasi merupakan turunan dari istilah inggris 
reclamationyang berasal dari kata reclaim yang berarti mengambil 
kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”. 50  Dalam kamus 
terminologi hukum, istilah dalam  bahasa Inggris reclaimdiartikan 
sebagai upaya peningkatan daya guna alam, misalnya pengeringan 
rawa, pemupukan tanah tandus, pangairan gurun dan sebagainya.51 
Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah reclaimjuga dipakai dalam 
mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang 
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berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna. Sampai 
seberapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin 
dicapai. Dalam pembangunan penghunian dan perkotaan adakalanya 
daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. 
Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan.52 
Pengertian secara ilmiah dalam ranah ilmu teknik pantai, 
reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau 
lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi 
lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, 
daerah rawa-rawa, di lepas pantai atau di laut, di tengah sungai yang 
lebar, ataupun di danau. Dalam definisi di atas terdapat syarat bahwa 
kawasan yang tak berair, tak tepat jika dikatakan kawasan tersebut 
akan direklamasi. Maka untuk pekerjaan penimbunan tanah di 
kawasan tak berair, disebut saja dengan pekerjaan penimbunan  
tanah. 
Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa:53 
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam 
rangka meningkatkan manfaatsumber daya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan,pengeringan 
lahan atau drainase. 
Pada dasarnya tujuan utama reklamasi adalah menjadikan 
kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan 









bermanfaat. Kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan sebagai kawasan permukiman, 




2. Jenis-jenis Reklamasi Pantai 
Reklamasi pantai secara umum dibagi atas dua jenis 
berdasarkan cara terbentuknya yaitu: 
a. Reklamasi Alamiah 
Reklamasi alamiah adalah reklamasi yang terjadi tanpa 
campur tangan manusia. Reklamasi ini terjadi melalui proses 
alam, proses ini bermula dari hasil sedimentasi yang kemudian 
menjadi tanah timbul disekitar pantai. 
b. Reklamasi buatan 
Reklamasi buatan merupakan reklamasi yang sebagaimana 
diatur dalam perundang-undangan, dimana kegiatan reklamasi ini 
dilakukan oleh manusia berupa kegiatan penimbunan atau 
pengeringan di pinggir laut. 
3. Syarat-syarat Reklamasi Pantai 
Dalam melakukan rekalamasi pantai ada beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi agar pihak yang ingin melakukan reklamasi 





kepada orang-perorangan ataupun badan hukum yang berniat ingin 
melakukan reklamasi di Wilayah pesisir ataupun pulau-pulau kecil. 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi 
di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Pasal 15 dituliskan 
bahwa:54 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan 
melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan 
reklamasi. 
Didalam pasal ini dijelaskan bahwa ada 2 syarat yang harus dipenuhi 
untuk melaksanakan reklamasi yaitu harus memiliki izin lokasi dan izin 
pelaksanaan. Tanpa kedua izin ini maka reklamasi tidak dapat 
dilaksanakan. Izin lokasi dan izin pelaksanaan ini diperoleh setelah 
mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ 
Walikota sesuai dengan masing-masing kewenangan yang dimilikinya, 
hal ini sesuai bunyi Pasal 16 Perpres No. 122 tahun 2012. 
a. Izin lokasi 
Permohonan izin lokasi ini diatur dalam Pasal 16 Perpres No. 17 
tahun 2012. Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 Perpres No. 12 tahun 2012 wajib dilengkapi dengan 
beberapa dokumen sebagai syarat administrasi seperti yang 
diuraikan dalam Pasal 17 yaitu berupa identitas pemohon, proposal 
reklamasi, peta lokasi dengan koordinat geografis dan bukti 
kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah 
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Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/ atau Rencana tata 
Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang. 
Permohonan izin lokasi ini dapat ditolak oleh Menteri, Gubernur, 
dan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya. Penilakan tersebut 
diberikan secara tertulis disertai alasan penolakannya dan 
diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan 
diterima secara lengkap. Bila dalam jangka waktu 20 hari tersebut 
tidak memberikan atau menolak permohonan izin lokasi, maka 
permohonan dianggap disetujui dan izin wajib diberikan kepada 
pemohon. Setelah memperoleh izin lokasi maka dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyusun rencana induk, 
studi kelayakan serta rancangan detail reklamasi. Izin lokasi ini 
berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 
tahun. 
b. Izin Pelaksanaan 
Permohonan izin pelaksanaan ini diatur dalam Pasal 18 Perpres 
No. 12 tahun 2012. Permohonan izin pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud Pasal 15 Perpres No. 122 tahun 2012 wajib dilengkapi 
dengan izin lokasi, rencana induk reklamasi, izin lingkungan, 
dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, dokumen 
rancangan detail reklamasi metode pelaksanaan dan jadwal 
pelaksanaan reklamasi serta bukti kepemilikan dan/ atau 





dapat dapat ditolak oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota 
sesuai dengan kewenangannya paling lambat 45 hari kerja sejak 
permohonan diterima secara lengkap dan diserahkan secara 
tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 
Apabila dalam jangka waktu 45 hari kerja belum pemohon belum 
menerima pemberian izin atau penolakan, maka permohonan 
dianggap disetujui dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota 
wajib mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi. Setelah izin 
pelaksanaan reklamasi diterima maka dalam jangka waktu paling 
lambat 1 tahun pemohon wajib melaksanakan pembangunan fisik 
sejak diterbitkannya izin pelaksanaan reklamasi, kemudian 
menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 bulan sekali 
kepada instansi pemberi izin. Izin pelaksaan reklamasi ini berlaku 
untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 
selama 5 tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal 
reklamasi. Izin pelaksanaan ini dapat dicabut apabila 
pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi dan/ 
atau izin lingkungannya dicabut dimana pencabutan izin ini 
dilakukan dengan tahapan seperti yang tertulis di dalam Pasal 20 
ayat (2) Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012 bahwa:55 
a. Memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh 
Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota. 
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b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tidak dipenuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan 
selama 1 (satu) bulan; dan 
c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak 
dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan. 
 
4. Tujuan Reklamasi Pantai 
Biasanya reklamasi dilakukan oleh otoritas suatu negara atau 
kota atau pengelola kawasan yang memiliki laju pertumbuhan dan 
kemajuan yang tinggi dan membutuhkan lahan yang cukup luas, akan 
tetapi adanya keterbatasan dan ketersediaan lahan atau wilayah untuk 
mendukung laju pertumbuhan yang tinggi, sehingga diperlukan wilayah 
baru atau daratan baru. 
Tujuan utama diterapkannya Reklamasi adalah menjadikan 
wilayah berair yang relatif tidak berguna menjadi kawasan yang lebih 
baik dan bermanfaat.56 
Tujuan dari reklamasi adalah sebagai berikut : 
a.   Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat 
gelombang laut; 
b. Untuk memperoleh tanah baru didepan garis pantai untuk 
mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai banteng 
perlindungan garis pantai; 
c.  Dalam alasan ekonomis, untuk mendirikan konstruksi atau 
bangunan dalam skala besar 
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5. Manfaat Reklamasi Pantai 
Reklamasi pantai sudah menjadi alternatif dalam pemenuhan 
lahan perkotaan dan menjadi mutlak dikarenakan wilayah daratan 
yang semakin sempit. Kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat 
dari segi aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan 
ekonomi. Tata ruang wilayah butuh direklamasi karena wilayah yang 
sudah rusak perlu diperdayakan menjadi lebih berguna. Untuk pantai 
biasanya diorientasikan ke pelabuhan, industri, wisata dan pemukiman 
yang perairannya dangkal butuh direklamasi agar menjadi lahan yang 
bisa berguna dan bermanfaat.57 
Terlebih lagi dengan daerah pelabuhan yang sangat wajib untuk 
dilakukan reklamasi dalam pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan 
fasilitas pelabuhan seperti tempat bersandarnya kapal, pelabuhan peti-
peti kontainer , pergudangannya dan sebagainya. Pelabuhan ekspor-
impor kini menjadi sangat luas karena direklamasi, supaya pemenuhan 
kebutuhan seperti pergudangan pangsa ekspo-impor yang berada 
dekat wilayah pelabuhan untuk mengurangi biaya transportasi.58 
Dalam aspek ekonomi adalah kebutuhan lahan untuk 
permukiman penduduk, semakin mahalnya wilayah daratan dan 
berkurangnya daya dukung lingkungan darat menjadikan reklamasi 
adalah hal yang sangat penting dan menjadi pilihan bagi negara-









negara maju atau kota metropolitan yang membutuhkan perluasan 
lahan dalam memenuhi kebutuhan untuk permukiman penduduk. 
Manfaat lain reklamasi adalah mengurangi kepadatan penduduk yang 
sudah meledak di daerah perkotaan dan supaya tidak terjadinya 
penggusuran lagi didaerah perkotaan bagi warga yang tinggal 
dibantaran sungai atau daerah pesisir karena dengan reklamasi berarti 
pemerintah memberikan wilayah baru untuk tempat tinggal. 
Untuk aspek konservasi wilayah pantai, karena dikawasan pantai 
tertentu terjadi perubahan pola arus air laut sehingga mengalami 
abrasi, akresi yang memerlukan pembuat Groin (pemecah ombak) 
atau dinding laut sehingga reklamasi pun menjadi pilihan utama 
permasalahan tersebut. Reklamasi dilakukan diwilayah pantai guna 
mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena abrasi terbentuk 
semula.59 
6. Metode Reklamasi Pantai 
Metode atau cara yang dilakukan untuk membangun lahan baru 
dalam prinsipnya dapat dibagi di dalam dua golongan, yakni sistem di 
Belanda, dengan istilah Polderdan sistem Urukan, di dalam bahasa 
Inggris dikenal dengan istilah Fill.60 
6.1 Polder 
Sistem ini berusaha mendapat lahan kering dengan membuang 
air yang menggenanginya dengan pemompaan. Untuk keperluan 
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pemompaan lahan Polderdibagi dalam petak-petak dengan 
menggali parit-parit di mana air dapat terkumpul, mula-mula pada 
parit kecil untuk dilarikan ke parit-parit lebih besar, akhirnya ke 
parit induk yang mengelilingi Kawasan Polder. Dari parit induk ini 
air kemudian dipompa keluar ke daerah yang lebih tinggi untuk 
lebih lanjut dibuang ke laut untuk mencegah agar air dari wilayah 
sekeliling poldertidak memasuki lahan polder, maka sekeliling 
lahan polder, disisi luar parit induk dibangun tanggul rendah. 
Teknologi polder ini mulai dikembangkan terutama di negara 
Belanda yang wilayahnya mula-mula banyak bersifat rawa dan 
payau yang terlindung dari laut hanya oleh bebukitan pasir di 
sepanjang pantainya. Dengan teknologi polder ini maka sejak 
abad ke- 19 Belanda lebih banyak me-reclaimlahan. Teknologi ini 
pada dasarnya murah dan banyak yang dapat dilakukan dengan 
tenaga manusia, di jepang pun pernah melakukan sistem ini. 
Pengeringan lahan dengan sistem ini amat lamban. Pada dewasa 
sekarang ini, di mana beban bunga dana cukup tinggi, dan 
dengan panjangnya waktu yang diperlukan untuk pengeringan 
polder. 
6.2 Urukan 
Pasa awal abad ke-20-an di dunia konstruksi mulai mengenal 
alat-alat berat untuk mengerjakan tanah, didorong terutama oleh 





seperti traktor, buildozer dan lain-lain, sampai pompa-pompa 
lumpur serta kapal-kapal keruk. Berkat adanya peralatan berat 
ini, maka reklamasi lahan dapat dilakukan dengan lebih cepat 
dengan ditujukan kepada teknologi urukan ini. Apabila kelak 
diperlukan lahan untuk pembangunan permukiman atau 
prasarana jalan, maka hanya bagian-bagian yang diperlukan 
yang diuruk dengan pasir. Sistem ini dalam tahap permulaan 
adalah lebih mahal, dibanding dengan sistem Polder akan tetapi 
sistem ini memberi hasil jauh lebih cepat, sehingga beban dana 
jauh berkurang dan dana yang ditanampun dapat lebih cepat 
kembali. Reklamasi pada waktu sekarang banyak dilakukan 
dengan proses Urukan, terutama reklamasi pada wilayah-wilayah 
laut tepi laut. Reklamasi wilayah laut melalui urukan dapat 
dilakukan menurut dua sistem utama yaitu: 
6.2.1 Blanket Fill. 
Dengan ini menguruk pasir pada wilayah yang akan 
direklamasi hingga tinggi tertentu, kemudian membangun 
konstruksi pelindung tepinya yang dapat berupa turap 
ataupun tanggul laut di dalam galian di tepi lahan yang 
sudah diuruk itu. Maka pada cara reklamasi ini urukan 
dilakukan atas wilayah yang sedikit lebih luas daripada 
yang direncanakan. Kelebihan urukan ini kemudian 





apabila konstruksi pelindung tepi itu, atau lebih tempat 
konstruksi pelindung pantai itu sudah rampung. 
6.2.1   Hydraulic Fill. 
Pada cara ini konstruksi pelindung dahulu yang dibangun, 
tentunya didalam air dan tidak didalam galian kurang 
seperti pada blanket fill. Setelah seluruh konstruksi 
pelindung rampung maka barulah lahan laut yang telah 
terlindungi ini diuruk secara hydraulic, artinya pasir untuk 
dipompa aleh kapal keruk ke dalam wilayah telah 
terlindung itu. 
Hasil dari kedua sistem utama ini sama, yakni lahan yang diuruk 
hingga tinggi tertentu, umumnya kering tetapi belum cukup kuat untuk 
memikul beban bahan bangunan. Tanah ini berangsur akan menguat 
secara alamiah melalui proses pemadatan yang disebabkan oleh 
berat tanah itu sendiri dan pengeringan alamiah. Akan tetapi proses 
alamiah ini memerlukan waktu tahunan, maka agar cepat siap-pakai, 
pemadatan pembangunan tanah ini dipercepat dengan teknik yang 
disebut soil improvement. Proses penguatan tanah ini atau secara 
teknis dapat disebut proses meningkatkan daya pikulnya ada 
bermacam caranya dengan hasil daya pikul yang berbeda-beda. 
Sistem reklamasi dan cara pemadatan yang dipilih, bergantung dari 





persediaan pasir uruk, peralatan yang tersedia, pendanaan, 
pemasaran dan banyak faktor lain.61 
7. Dampak Reklamasi Pantai 
Dalam melakukan reklamasi terhadap kawasan pantai, harus 
memperhatikan berbagai aspek atau dampak-dampak yang akan 
ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dampak-dampak tersebut antara 
lain dampak lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi. Dampak 
lingkungan misalnya mengenai perubahan arus laut, kehilangan 
ekosistem penting, kondisi lingkungan di wilayah tempat bahan 
timbunan, sedimentasi, perubahan hidrodinamika yang semuanya 
harus tertuang dalam analisis mengenai dampak lingkungan. 
Dampak sosial budaya diantaranya adalah kemungkinan terjadinya 
pelanggaran HAM (dalam pembebasan tanah), perubahan 
kebudayaan, konflik masyarakat, dan isolasi masyarakat. Sementara 
dampak ekonomi diantaranya berapa kerugian masyarakat, nelayan, 
petambak yang kehilangan mata pencahariannya akibat reklamasi 
pantai.62 
Dampak negatif atau kerugian reklamasi pesisir pantai:63 
1. Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya 
berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan.  
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2. Akibat peninggian muka air laut maka daerah pantai lainya 
rawan tenggelam, atau setidaknya air asin laut naik ke daratan 
sehingga tanaman banyak yang mati, area persawahan sudah tidak 
bisa digunakan untuk bercocok tanam, hal ini banyak terjadi diwilayah 
pedesaan pinggir pantai.  
3. Musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai 
sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu, apabila gangguan 
dilakukan dalam jumlah besar maka dapat mempengaruhi perubahan 
cuaca serta kerusakan planet bumi secara total.  
4. Pencemaran laut akibat kagiatan di area reklamasi dapat 
menyebabkan ikan mati sehingga nelayan kehilangan lapangan 
pekerjaan.  
Dampak positif atau keuntungan reklamasi pesisir pantai:64  
1. Ada tambahan daratan buatan hasil pengurugan pantai 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermacam kebutuhan.  
2. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi aman terhadap 
erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin 
untuk dapat menahan gempuran ombak laut.  
3. Daerah yang ketinggianya dibawah permukaan air laut bisa 
aman terhadap banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di 
sepanjang pantai.  







4. Tata lingkungan yang bagus dengan perletakan taman 
sesuai perencanaan, sehingga dapat berfungsi sebagai area rekreasi 






1. Pengertian Izin 
Ateng syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti 
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau “Als 
opheffing van een algemene verbodsregel in het conrete geval” 
(sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa 
konkret). 65  Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum 
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan 
dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur 
sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan. 66 Sedangkan E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana 
pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi 
masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang 
ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan 
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administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut 
bersifat suatu izin (vergunning).67 
2. Unsur-unsur Perizinan 
Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat 
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada 
peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari 
pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu68: pertama, 
instrumen yuridis; kedua, peraturan perundang-undangan; ketiga, 
organ pemerintah; keempat, peristiwa konkret; kelima, prosedur dan 
persyaratan.   
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan 
Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk 
memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang 
dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.69Sebagai suatu 
instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum 
sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan 
makmur itu dijelmakan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa 
berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan 
dalam fungsi menertibkan masyarakat.70 
4. Bentuk dan Isi Izin 
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Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari 
keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan 
tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:71 
a. Organ yang berwenang 
b. Yang dialamatkan 
c. Diktum 
d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-
syarat 
e. Pemberian alasan 
f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan 
5. Perizinan Reklamasi 
Pembangunan di kawasan pantai dapat saja dilakukan 
sepanjang telah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 
71 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah 
Pantai dan Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan pada Bab II, Pasal 8 
ayat (2)yang berbunyi bahwa:72 
Pemanfaatan tanah didaerah sempadan pantai dapat dilakukan oleh 
masyarakat setelah memperoleh izin pemanfaatan terlebih dahulu dari 
Bupati/walikota setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
 
Ketentuan tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Daerah 
Kota Makassar No. 16 Tahun 2004 tentang Penataan Kawasan Pantai, 
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Pulau, Pesisir dan Pelabuhan, pada Bab III Pasal 9 ayat (2) yang 
berbunyi bahwa:73 
pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan pantai 
dilakukan melalui proses perizinan oleh walikota untuk menghindari 
terjadinya konflik kepentingan antarsektor kegiatan 
 Selain peraturan-peraturan diatas, Reklamasi juga lebih spesifik 
diatur dalam Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang  
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 15 
Perpres tersebut dinyatakan bahwa:74 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang 




6. Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi 
Tanah yang diperoleh dari hasil reklamasi pantai yang dilakukan 
baik oleh perseorangan maupun oleh badan hukum statusnya secara 
otomatis menjadi tanah negara. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 12 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 yaitu bahwa “Tanah 
yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan 
pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai 
langsung oleh Negara.” Berdasarkan bunyi pasal ini maka jelas bahwa 
tanah hasil reklamasi langsung dikuasai oleh negara dan menjadi 
tanah negara. Penguasaan tanah negara diletakkan dalam satu 
tangan dan instansi yang diserahi tugas tersebut adalah Badan 
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Pertanahan Nasional. Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai 
oleh perseorangan atau Badan Hukum dengansesuatu Hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.75Terhadap tanah negara dapat 
dilakukan permohonan hak, yang tatacaranya telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Bagi Warga Negara Indonesia yang 
ingin melakukan permohonan hak atas tanah negara dapat diberikan 
berupa Hak-hak atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 
16 UUPA selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam 
Peraturan Menteri Agraria/ kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 
Hak pengelolaan, bahwa pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak 
pengelolaan. Pemberian Hak dapat dilaksanakan dengan keputusan 
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A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Wilayah Kota Makassar, yaitu di Kelurahan 
Barrang  Lompo Kecamatan Ujung Tanah dengan pertimbangan bahwa di 
antara pulau-pulau kecil yang ada di Wilayah Kota Makassar, di Pulau 
Barrang Lompo ditemukan adanya kegiatan reklamasiyang dilakukan oleh 
masyarakat secara perorangan yang hasilnya dimanfaatkan sebagai 
daerah pemukiman penduduk. 
B. Sampel dan Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi pihak-pihak yang 
berhubungan dengan kegiatan reklamasi pantai seperti masyarakat yang 
melakukan reklamasi, pihak Kelurahan Barrang Lompo,pihak Kecamatan 
Ujung Tanah dan Pemerintah kota Makassar. 
Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknikpurposive 
sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah kriteria sampel yang 





penelitian terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Lurah, serta masyarakat 
yang melakukan reklamasi. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, 
digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
 
1. Study Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-
data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literature-literatur, 
ataupun perundang-undangan yang dibahas. Selain itu, data-data 
juga dikumpulkan dari instansi yang terkait dengn objek penelitian, 
yang kemudian didokumentasikan. 
2. Studi Lapangan (field Research) 
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. 
Studi lapangan ini meliputi: 
a. Wawancara 
Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan langsung kepada responden dan  narasumber 
b. Observasi 
Cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan 
langsung pada lokasi penelitian. 





Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 
langsung dengan pihak masyarakat yang melakukan 
reklamasi, pihak kelurahan Barrang lompo, kecamatan Ujung 
Tanah, pihak pemerintah terkait dengan pengaturan 
pertanahan. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
pustaka terhadap literatur-literatur tentang ilmu hukum 
khususnya mengenai pertanahan, perizinan, hukum 
lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan objek penelitian. 
E. Analisis Data 
  Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik berupa data primer 
maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara 
deskriptif yaitu dengan mengembangkan fakta-fakta yang diperoleh di 
lapangan kemudian dilakukan penelitian kepustakaan berdasarkan 
beberapa tinjauan hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Umum dan Geografis  
 Pulau Barrang Lompo merupakan suatu pulau kecil yang 
berada dalam Wilayah Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan  
Ujung Tanah Kota Makassar dimana tempat ini adalah suatu pulau 
kecil yang dikelilingi langsung oleh lautan. 
 Pulau Barrang Lompo secara administratif terdiri dari 21 
Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) dengan luas 
secara keseluruhan adalah 20,49 Ha (data sekunder kelurahan). 
 Secara administratifPulau Barrang Lompo memiliki batas-
batas sebagai berikut: 





Sebelah selatan  : Kabupaten Pangkep 
Sebelah timur : Kota Makassar 
Sebelah barat : Pulau Bone Tambung 
 
2.   Kependudukan 
 Jumlah penduduk Pulau Barrang Lompo pada tahun 2015 
berdasarkan datapada Kantor Kelurahan sebesar 4.669 jiwa, 
berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki 
sebanyak 2.301 jiwa dan perempuan sebanyak 2.368 jiwa. 
Perbandingan jumlah penduduk dari beberapa tahun terakhir dapat 
dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel1. 
Pertambahan Jumlah Penduduk Pulau Barrang Lompo 
No. Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 
1 2011 4037 
2 2012 4210 
3 2013 4353 
4 2014 4550 
5 2015 4669 
 Sumber: Data Sekunder Kantor Kelurahan Barrang Lompo, 2015. 
 Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Pulau Barrang 
Lompo dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami 





3.   Keadaan Pemukiman 
 Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat menggambarkan 
seberapa besar jumlah rumah yang ada pada suatu 
wilayah.Berdasarkan data dari kantor Kelurahan Barrang Lompo, 
terdapat beberapa rumah yang ditinggali oleh 2 orang Kepala 
Keluarga. Berdasarkan data sekunder kantor kelurahan maka 
didapatkan data jumlah Kepala Keluarga (KK) Sebanyak 1.578 
Kepala Keluarga sedangkan jumlah rumah di Pulau Barrang 
Lompo mencapai sekitar 1.204 rumah. 
4.   Sejarah dan kondisi masyarakat Pulau Barrang Lompo 
Masyarakat Pulau Barrang Lompo berasal dari suku 
multietnis, terdiri dari suku Bugis-Makassar, ada juga beberapa 
keturunan Tionghoa dan juga ada dari mereka berasal dari suku 
Mandar, terbukti dengan adanya satu tempat yang masyarakat 
menyebutnya sebagai kampung mandar. Masyarakat Pulau 
Barrang Lompo memakai bahasa Makassar sebagai bahasa 
sehari-hari. Sebagai salah satu pulau kecil yang berada di Wilayah 
Kota Makassar masyarakatnya sebagian besar kepala keluarga 
bekerja sebagai nelayan dalam menghidupi keluarganya. Hal itu 
dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang menunjukan jenis-jenis 
pekerjaan masyarakat Pulau Barrang Lompo.77 
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Tabel 2.  
Jenis-jenis pekerjaan oleh Kepala Keluarga di Pulau Barrang 
Lompo 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 
1 Nelayan 1105 70.03 
2 Pedagang 109 6.9 
3 PNS 25 1.6 
4 Wiraswasta 56 3.52 
5 Lain-lain 283 17.95 
Total 1578 100 
Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2015. 
Tabel di atas menunjukkanPersentase jumlah penduduk 
Pulau Barrang Lompo yang bekerja sebagai nelayan merupakan 
yang paling tinggi dari jenis pekerjaan yang lain.  
Selain nelayan, masyarakat Pulau Barrang Lompo juga ada 





serabutan. Mayoritas masyarakat Pulau Barrang Lompo 
menggantungkan hidupnya dari hasil laut, ini membuat mereka 
lebih memilih membangun rumah di dekat pantai agar lebih mudah 
dalam mengawasi perahu-perahu mereka dan juga lebih mudah 
dalam mengangkut hasil tangkapan mereka ke darat. Hal ini 
disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat, Abd. Rasyid 
Dg. Tata pada saat wawancara. Kondisi sosial budaya masyarakat 
yang tinggal di pulau-pulau kecil memang lebih suka bermukim di 
wilayah yang dekat dengan tanah pantai dikarenakan mata 
pencaharian mereka yang mayoritas sebagai nelayan, sehingga 
masyarakat lebih suka membangun rumah di daerah yang dekat 
dengan pantai dan terbukti di Pulau Barrang Lompo sendiri daerah 
pemukiman lebih padat di wilayah pantai. Berbeda dengan 
masyarakat yang hidup diperkotaan yang bekerja di kantor-kantor 
yang lebih memilih membangun rumah di pusat kota agar akses ke 
pusat-pusat perkantoran lebih dekat.78 
Masyarakat Pulau Barrang Lompo telah menempati pulau 
tersebut secara turun-temurun bahkan sebelum Indonesia 
merdeka, ini dibuktikan dengan adanya bagian disalah satu sudut 
pulau tepatnya didaerah sekitar dermaga penyebrangan yang 
kedalaman airnya mencapai sekitar 7 meter. Hal ini konon 
katanyadisebabkan oleh gempuran bom-bom yang dijatuhkan oleh 







pasukan-pasukan musuh pada saat perang memperebutkan 
kemerdekaan NKRI sehingga daerah ini memiliki laut yang cukup 
dalam padahal berbatasan langsung dengan daratan.79 
Selain itu,dibuktikan juga dengan adanyabunker-bunker 
bawah tanah sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh 
yang dibangun oleh orang-orang belanda pada saat perang serta 
terdapat beberapa bangunan seperti mesjid dan juga makam yang 
dipercaya sudah berumur ratusan tahun. Tanah inilah yang secara 
turun-temurun diwariskan sampai kepada penduduk Pulau Barrang 
Lompo sekarang ini. Selain melalui pewarisan, tanah yang berada 
di pulau ini juga sudah banyak yang beralih kepemilikan melalui 
jual beli di bawah tangan. Transaksi jual beli tanah antarwarga 
telah banyak terjadi di pulau ini yang dilakukan di depan saksi dan 
diperkuat oleh tanda tangan lurah dan camat.80 
Dalam perkembangannya, masyarakat yang bermukim di 
pulau ini bukan hanya masyarakat asli yang hidup secara turun-
temurun tetapi juga sudah banyak dari masyarakat-masyarakat 
daerah lain yang datang menetap di pulau ini, misalnya saja orang-
orang dari suku bajoe yang terkenal dengan kemahirannya dalam 
menyelam sehingga juragan-juragan kapal yang lazim oleh 
masyarakat setempat disebut dengan panggilan ponggawa 
merekrut mereka untuk menjadi anak buah kapal (ABK) atau yang 









biasa disebut dengan istilah sawi oleh masyarakat setempat. Inilah 
yang membuat sehingga persediaan tanah yang berada di pulau 
tersebut semakin berkurang dikarenakan bertambahnya populasi 
penduduk di pulau tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapakMansyur S.P., 
Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, 
Badan Pertanahan Nasional, Kota Makassar, pada hari jumat 
tanggal 18 Maret 2016, tanah yang ada di Pulau Barrang Lompo 
seluruhnya merupakan tanah negara, tetapi kemudian 
pemanfaatannya diberikan kepada masyarakat yang menghuni 
pulau tersebut. Sesuai dengan regulasi yang telah ada yaitu 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 
tanah dan juga terdapat di Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
No. 71 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan dan 
Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil di Sulawesi Selatan 
yang menyebut bahwa tanah pantai dan pulau-pulau kecil 
merupakan tanah negara.81 
Walapun status tanah Pulau Barrang Lompo adalah tanah 
negara tetapi masyarakat telah banyak yang memiliki hak atas 
tanah yang mereka tempati di pulau tersebut, ini diperoleh melalui 
proses pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional melalui 
Program Nasional Agraria yang diselenggarakan pada tahun 2008 
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di pulau tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah, Masyarakat dapat melakukan 
pangajuan hak atas tanah yang telah diklaim sebagai miliknya 
dengan bukti penguasaan fisik selama 20 tahun ataupun bukti lain 
yang dianggap dapat di pakai sebagai dasar penguasaan atas 
tanah tersebut. Meski pada dasarnya masyarakat hanya 
mempunyai sertifikat HGB atas tanah mereka tetapi pada 
kenyataannya banyak dari mereka sama sekali tidak 
mengetahuinya, mereka menganggap sertifikat yang diterbitkan 
oleh BPN adalah hak milik atas tanah yang mereka tempati. Hal ini 
berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang 
yang telah lama tinggal di Pulau tersebut dan memiliki sertifikat 
Hak Guna Bangunan. Meski hanya memiliki HGB atas tanah yang 
mereka tempati, mereka tetap beranggapan bahwa tanah tersebut 
adalah milik mereka karena telah dikuasai selama bertahun-tahun 
dan bahkan telah banyak yang mewariskan kepada keturunan 
mereka. 
Bertambahnya populasi penduduk merupakan suatu masalah 
serius bagi masyarakat di pulau tersebut karena berarti mereka 
memerlukan ketersediaan tanah agar dapat digunakan untuk 
membangun rumah sebagai tempat tinggal. Hal ini kemudian 
menjadi faktor utama masyarakat melakukan kegiatan reklamasi 





memanfaatkan daerah sempadan pantai yang dalam perundang-
undangan seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai daerah 
pemukiman.Hal ini kemudian menjadi kebiasaan dalam 
masyarakat yang rumahnya berbatasan langsung dengan garis 
pantai untuk kemudian melakukan reklamasi atau penimbunan 
permukaan air laut agar anggota keluarga yang lain yang belum 
memiliki rumah dapat mendapatkan tempat untuk membangun 
rumah. Sehingga luas dari pulau ini semakin bertambah seiring 
banyaknya dilakukan kegiatan reklamasi oleh masyarakat.  
Masyarakat yang memiliki tanah berbatasan dengan daerah 
sempadan pantai berpendapat bahwa daerah pasang surut air laut 
atau daerah garis pantai yang berbatasan langsung dengan tanah 
mereka merupakan kepunyaan mereka juga sehingga dapat 
diusahakan agar dilakukan penimbunan atau reklamasi agar lebih 
bermanfaat dan dapat dijadikan tempat untuk membangun rumah 
di atasnya. 
Melakukan reklamasi atau penimbunan air laut disekitar 
pantai merupakan hal yang sudah dianggap biasa dalam 
masyarakat Pulau Barrang Lompo. Reklamasi ini dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah yang akan dijadikan 
pemukiman. Reklamasi atau penimbunan permukaan air laut di 
sekitar pantai dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa melalui 





bahkan mereka melakukan reklamasi tanpa sepengetahuan 
pemerintah setempat dalam hal ini adalah pihak Kelurahan Barrang 
Lompo. 
Berdasarkan wawancara dengan Lurah Barrang Lompo, 
bapak Sulaiman K. S.E, pada hari kamis 14 April 2016 mengatakan 
bahwa reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa 
sepengetahuan dari pihak kelurahan, pihak kelurahan sendiri tidak 
akan memberikan izin apabila tanah yang akan direklamasi adalah 
kawasan sempadan pantai.82 
B. Alas Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat di 
Pulau Barrang Lompo 
Alas Hak merupakan dasar penguasaan hak atas tanah, 
seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya 
dengan hak yang melekat atas tanah melalui alas hak yang dimilikinya, 
oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan 
hukum antara subjek hak ( individu atau badan hukum) dengan suatu 
objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai. Artinya 
dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara 
lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang 
dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas 
kepemilikan terhadap tanah tersebut.83 
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Alas hak sebagai bukti penguasaan ada berbagai macam dan 
biasanya diberbagai daerah memiliki penyebutannya masing-masing. 
Alas Hak ada yang berupa girik, surat kapling, surat surat bukti 
pelepasan Hak dan Pelunasan Tanah dan Rumah dan atau yang telah 
di beli dari pemerintah, putusan pengadilan, atau PPAT, akta 
pelepasan Hak, dan surat surat bukti perolehan tanah lainnya.84 
Ketentuan mengenai hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 
ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:85 
Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 
 
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara dan dapat 
diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun 
warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan 
badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.  
Terkait status tanah yang dihasilkan dari kegiatan reklamasi 
pantai di Pulau Barrang Lompo yang dilakukan oleh masyarakat 
setempat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah, pada Pasal  12 dinyatakan bahwa:86 
Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di 
wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas 
sungai dikuasai langsung oleh Negara. 
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Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut, jelas bahwa tanah 
hasil reklamasi adalah merupakan tanah negara, seperti yang telah 
dijelaskan pada bagian pembahasan di bab sebelumnya, begitu pula 
tanah hasil reklamasi yang terjadi di Pulau Barrang Lompo walaupun 
reklamasi tersebut pada dasarnya dilakukan tanpa terlebih dahulu 
memiliki izin reklamasi.  
Izin reklamasi harus terlebih dahulu diperoleh Pemerintah 
Daerah dalam hal ini reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau 
Barrang Lompo maka harus memiliki izin dari Walikota sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya dan juga sesuai dengan regulasi yang 
ada yaitu mengacu pada Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 
tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
Reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo 
dapat dikatakan merupakan reklamasi yang dilakukan secara ilegal 
sebab tidak memiliki izin dan dilakukan di daerah sempadan pantai 
yang pada dasarnya merupakan tanah negara, walaupun luas 
reklamasi tersebut merupakan reklamasi dalam skala kecil karena 
hanya diperuntukkan untuk membangun rumah tinggal.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 orang responden yang 
melakukan reklamasi di pulau tersebut, banyak responden yang 
mengatakan bahwa mereka melakukan reklamasi semata-mata untuk 
memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Mereka tidak ingin membeli 





karena tanah yang ada di Kota Makassar relatif lebih mahal dan juga 
karena mata pencaharian mereka yang berada di pulau tersebut dan 
mereka juga tidak mengetahui pada dasarnya bahwa reklamasi harus 
melalui izin dari pemerintah terlebih dahulu. 
Berkaitan dengan alas hak atas tanah hasil reklamasi ini, dari 
hasil wawancara pada tanggal 13 – 15 April 2016 dari beberapa 
responden, diperoleh data sebagai berikut: 
1. Hj. Rahama 61 tahun, membeli tanah yang berbatasan langsung 
dengan pantai pada tahun 1991 dengan ukuran 7x30 meter 
dengan status hak pakai. Ia memiliki 7 orang anak, 1 orang telah 
meninggal dunia. Pada tahun 1995 ia menimbun tanahnya yang 
berbatasan langsung dengan pantai dengan tujuan agar anak-
anaknya apabila telah berkeluarga dapat memperoleh tanah untuk 
dibanguni rumah. Sampai sekarang tanahnya telah bertambah 
panjangnya menjadi 45 meter. Tanah hasil reklamasi tersebut 
telah dibanguni 3 rumah di atasnya. Pada tahun 2008 diterbitkan 
sertifikat Hak Guna Bangunan Atas tanah tersebut lewat Program 
Nasional Agraria (PRONA) oleh BPN Kota Makassar akan tetapi 
tanah yang masuk dalam sertifikat HGB tersebut hanya berukuran 
7x30 meter sesuai yang pernah dibeli pada tahun 1991. Sampai 
sekarang tanah hasil reklamasi yang berukuran 7x15 meter dan 





2. H. Dahlan 49 tahun, berprofesi sebagai juragan kapal. Ia 
mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa tanah dengan 
ukuran 15x20 meter yang berbatasan langsung dengan tanah 
pantai dengan status Hak guna Bangunan atas tanah negara. 
Pada tahun 2001 kemudian ia menimbun  pantai sepanjang 13 
meter menuju kelaut. Tanah hasil timbunan atau hasil reklamasi 
tersebut kemudian dijadikan gudang penyimpanan alat-alat 
perlengkapan nelayan. Pada tahun 2014 ia kembali melakukan 
kegiatan reklamasi tersebut dan membuat pondasi sejauh 5 meter 
menuju kelaut, tetapi sampai sekarang belum ditimbun dan hanya 
berfungsi sebagai tanggul penahan ombak. Sampai sekarang 
tanah hasil reklamasi tersebut belum memiliki alas hak, yang telah 
dilekati hak hanya tanah warisan yang didapatkan dari orang 
tuanya.  
3. Hj. Daya 67 Tahun. Ia Mewarisi tanah dari suaminya yang telah 
meninggal. Mula-mula tanah tersebut hanya berukuran 8x25 
meter. Pada saat suaminya masih hidup, ia menimbun laut yang 
berbatasan langsung dengan tanahnya sejauh 20 meter kearah 
laut sehingga ia memiliki tanah dengan ukuran 8x45 meter dan di 
atasnya hanya dibangun sebuah rumah dengan ukuran 7x22 
meter. Sampai saat ini tanah hasil reklamasi tersebut belum 
memiliki alas hak dan yang diberikan hak atas tanah hanya tanah 





4. Wahyuni 35 tahun berprofesi sebagai pengusaha hasil laut, ia 
memiliki tanah seluas 160 m2 yang berbatasan langsung dengan 
laut dengan status Hak Guna bangunan. Ia melakukan usaha jual 
beli hasil laut dari nelayan, hasil laut yang dibeli dari nelayan pada 
sore harinya, ia akan bawa ke makassar pada pagi hari. Maka ia 
berinisiatif melakukan penimbunan pada tanahnya yang 
berbatasan langsung dengan pantai dan membuat tempat 
penampungan hasil laut yang telah di belinya dari nelayan. Tanah 
hasil reklamasinya berukuran 6x12 meter dan dibangun gudang 
penyimpanan hasil laut. Tanah hasil reklamasi yang ia banguni 
gudang di atasnya sebagai tempat usaha belum memiliki alas hak. 
5. Dg. Nio 51 Tahun berprofesi sebagai wiraswasta, ia memili tanah 
berukuran 8x20 meter dan berbatasan langsung dengan laut. Pada 
tahun 1997 ia mereklamasi tanah yang berada dibelakang 
rumahnya dengan panjang tanah hasil reklamasi 15 meter menuju 
kelaut. Tanah hasil reklamasi tersebut sampai sekarang belum 
memiliki alas hak dan hanya dikuasai secara fisik. 
6. H. Mustafa 44 tahun berprofesi sebagai nelayan, ia memiliki tanah 
warisan dari orang tuanya dengan ukuran tanah 18x25 meter. 
Pada tahun 2014 ia mereklamasi tanahnya yang berbatasan 
langsung dengan laut sejauh 10 meter, sampai sekarang proses 
reklamasi tersebut belum selesai dan belum ditimbuni pasir, hanya 





7. Dg. kai 41 tahun berprofesi sebagai nelayan, ia membangun 
rumah ditanah seluas 70 m2. Seorang kerabatnya yang sudah 
berkeluarga kemudian pada tahun 2013 mereklamasi tanahnya 
yang berbatasan dengan laut untuk membangun rumah di atas 
tanah tersebut. sekarang luas tanah yang dimilikinya sudah 
bertambah dan digunakan untuk membangun rumah di atasnya. 
Tanah yang dibanguni rumah tersebut sampai sekarang belum 
memiliki alas hak. 
8. Dg. Sampara 37 tahun berprofesi sebagai nelayan, ia memiliki 
kerabat yang tanahnya berbatasan langsung dengan laut. Setelah 
berkeluarga ia belum memiliki rumah dan menumpang pada orang 
tuanya. Kemudian pada tahun 2012 ia meminta tolong kerabatnya 
tersebut untuk mengusahakan tanahnya yang berbatasan 
langsung dengan laut tersebut dengan mereklamasinya dan 
kemudian membangun rumah di atasnya. Sekarang di atas tanah 
hasil reklamasi yang dilakukannya telah dibangun rumah di 
atasnya tetapi tanah dan rumah tersebut belum memiliki alas hak. 
9. H. Roni 49 tahun berprofesi sebagai juragan kapal, ia memiliki 
tanah dengan ukuran 7x25 meter dan berbatasan langsung 
dengan laut. Ia bermaksud menambah luas tanah yang dimilikinya 
dengan alasan untuk keperluan keluarganya yang lain dengan 





tanahnya. Panjang tanah yang dimilikinya sekarang bertambah 
menjadi 35 meter. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
9 orang responden tersebut ternyata mereka memiliki alasan yang 
berbeda-beda dalam melakukan reklamasi, hal itu dapat dilihat dalam 
tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3.  
Alasan masyarakat melakukan reklamasi di Pulau Barrang Lompo 
No. Alasan melakukan reklamasi Jumlah Persentase (%) 
1 tempat tinggal 5 56 
2 tempat usaha 1 11 
3 Lain-lain 3 33 
Jumlah 9 100 
Sumber : Data Primer, Diolah, 2016. 
Dari tabel di atas dapat dilihat Persentase masyarakat yang 
melakukan reklamasi karena ingin membangun rumah jauh lebih besar 
dari alasan yang lainnya. 
Tanah-tanah hasil reklamasi tersebut sebagian besar 
dimanfaatkan untuk membangun rumah, terbukti dari 9 responden 





tanah reklamasi tersebut, 3 orang belum memanfaatkan, dan 1 orang 
dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Dari 9 responden yang telah 
diwawancarai, semua mengatakan tidak mengetahui aturan bahwa 
apabila melakukan reklamasi harus mendapatkan izin dari pemerintah. 
Mereka menganggap selama tidak mengganggu kepentingan dan hak-
hak dari masyarakat sekitar maka apa saja boleh dilakukan. Mereka 
juga mengatakan belum pernah ada sosialisasi terkait dengan 
reklamasi pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
dilakukan oleh pemeritah setempat maupun pihak-pihak terkait.  
Tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau 
Barrang Lompo belum ada yang memiliki alas hak, tetapi telah 
dikuasai secara fisik selama bertahun-tahun. Mereka yang melakukan 
reklamasi adalah orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan 
langsung dengan laut. Pendapat dari masyarakat Pulau Barrang 
Lompo yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan laut atau 
pinggir pantai adalah bahwa mereka memiliki hak penuh untuk 
mengusahakan tanah pantai tersebut, mulai dari melakukan reklamasi, 
sampai dengan untuk menyimpan perahunya di pantai tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 responden di atas 
mengenai alas hak yang belum mereka miliki, ada beberapa alasan 
mengapa mereka belum melakukan pengajuan hak sehingga belum 





a. Tanah hasil reklamasi yang mereka kuasai berbatasan langsung 
dengan tanah mereka yang telah memiliki alas hak sehingga mereka 
beranggapan tidak perlu lagi mengajukan permohonan hak atas tanah 
hasil reklamasi tersebut karena telah termasuk ke dalam tanah mereka 
yang telah ada alas haknya, walaupun ukuran tanahnya jelas berbeda 
bila digabungkan dengan tanah yang didapatkan dari hasil reklamasi. 
b.  Selama ini tidak pernah ada yang secara langsung mengklaim 
tanah hasil reklamasi tersebut selain orang yang melakukan reklamasi 
sehingga mereka merasa tidak perlu repot-repot mengurus pengajuan 
hak atas tanah tersebut sebab mereka dapat menguasai dan 
memanfaatkan tanahnya walaupun tanpa alas hak. 
c. Pada dasarnya mereka mengetahui pentingnya alas hak atas tanah 
tetapi mengenai tanah hasil reklamasi sampai sekarang belum pernah 
ada sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai status hukum 
tanah tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Barrang Lompo, 
Lurah Barrang Lompo beralasan selama ini memang belum ada 
sosialisasi yang dilakukan terkait dengan reklamasi yang dilakukan 
oleh masyarakat maka dalam hal ini masyarakat juga tidak bisa 
disalahkan. Mereka telah menjadikan suatu kebiasaan apabila memiliki 
tanah yang berbatasan dengan laut maka mereka dapat 





Lurah hanya memberikan peringatan secara lisan kepada masyarakat 
yang melakukan reklamasi agar tidak melanjutkan kegiatannya. Pihak 
pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan Barrang Lompo sampai 
saat ini belum menerima permintaan dari masyarakat yang memiliki 
tanah hasil reklamasi untuk menerbitkan alas hak atas tanah hasil 
reklamasi tersebut baik itu berupa Surat Keterangan Tanah ataupun 
alas hak lainnya.87 
Berdasarkan wawancara dengan salah satu responden, Hj. 
Rahama menyatakan bahwa ia sudah pernah berinisiatif melakukan 
pengajuan hak atas tanah hasil reklamasi yang dimilikinya kepada 
BPN Kota Makassar pada saat BPN melaksanakan Pogram Nasional 
Agraria pada tahun 2008 tetapi tidak diberikan hak dan tidak pernah 
lagi ditindak lanjuti oleh pemohon.  
Kemudian setelah di konfirmasi kepada pihak BPN melalui 
wawancara dengan Bapak Mansyur S.P., Kepala Sub Seksi 
Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, mengatakan bahwa 
dalam proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat 
kepada Badan Pertanahan Nasional, BPN menerapkan asas kehati-
hatian, artinya BPN tidak serta merta memberikan hak atas tanah 
apabila asal muasal tanah yang diajukan hak tidak jelas dan 
merupakan daerah sempadan pantai, apalagi melakukan pengajuan 
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hak atas tanah pertama kali, artinya tanah yang diajukan hak 
merupakan tanah negarayang belum dilekati hak sebelumnya. Melihat 
status tanah di Pulau Barrang Lompo sendiri merupakan tanah negara 
yang peruntukkannya diberikan kepada masyarakat setempat, maka 
bila ingin melakukan pengajuan hak perlu memenuhi beberapa kriteria 
seperti yang diatur dalam perundang-undangan.88 
C. Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Pantai Hasil Reklamasi Oleh 
Masyarakat di Pulau Barrang Lompo 
Penatagunaan tanah seperti yang disebutkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah meliputi 
3 bentuk pengelolaan tata guna tanah, yaitu penguasaan, 
penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Penatagunaan dinyatakan 
dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu bahwa :89 
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata 
guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfataan tanah 
melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan 
pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk 
kepentingan masyarakat secara adil 
 
Kawasan pesisir pesisir merupakan wilayah perairan laut yang 
terkait dengan kegiatan budidaya dan wilayah daratan yang berada di 
belakang garis sempadan pesisir yang secara langsung berkaitan 
dengan kegiatan sosial ekonomi di wilayah sempadan pesisir dan 
perairan laut. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, bahwa daerah pesisir di 
hitung ke daerah darat yaitu dari garis pantai sampai batas 
administrasi, sedangkan ke laut dihitung dari garis pantai sepanjang 12 
mil ke arah pantai. Sehingga kawasan pesisir merupakan daerah atau 
kawasan yang kaya akan potensi baik dari sisi ekonomi, Wisata, 
Sumber daya serta potensi besar bencana.90 
Penataan ruang wilayah pesisir dan laut relatif lebih dinamis 
dibandingkan dengan penataan ruang wilayah daratan. Dari ketiga 
aspek yang mempengaruhi penataan ruang, yaitu aspek fisik, sosial 
dan ekonomi, ketiganya relatif lebih dinamis pada penataan ruang 
wilayah pesisir.91 
Aspek fisik pada penataan ruang wilayah daratan hampir tidak 
berubah selama berlakunya rencana tata ruang, kecuali jika terjadi 
bencana alam yang merubah secara drastis rupa bumi wilayah 
perencanaan. Sebaliknya penataan ruang pada wilayah pesisir, 
perubahan aspek fisik harus diperhatikan secara khusus, karena 
wilayah pesisir merupakan bentang alam yang senantiasa berubah 
akibat intensifnya gaya-gaya di daratan dan di lautan. Di samping 
akibat gaya-gaya yang bersifat alamiah tersebut, wilayah pesisir dapat 
pula berubah akibat perbuatan manusia, proses reklamasi dan 
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lagunisasi merupakan dua contoh yang mulai banyak terjadi di 
Indonesia.92 
Dilihat dari aspek ekonomi, wilayah pesisir juga mengakibatkan 
perubahan yang sangat cepat pada nilai atau opportunity cost dari 
lahan pesisir. Kebutuhan pengembangan pelabuhan akibat 
membengkaknya arus perdagangan, kebutuhan lahan untuk 
pengembangan Water Front City akibat bertambahnya jumlah 
penduduk yang berpendapatan menengah ke atas yang menuntut 
adanya lokasi pemukiman yang lebih berkualitas, pengembangan 
tambak akibat kenaikan permintaan ikan/udang di pasar dunia, 
eksploitasi lahan pesisir menjadi tambang galian C akibat berbagai 
kepentingan dalam kebijakan peningkatan pendapatan, merupakan 
empat contoh klasik dari dinamika perekonomian yang memiliki 
dampak yang cukup besar terhadap penataan ruang wilayah pesisir.93 
Dilihat dari aspek pariwisata, kawasan pesisir merupakan 
kawasanyang sangat potensial sebagai daerah wisata dengan vista 
(water body) yang cantik, tipologi daerah yang menarik, serta udara 
dan pemandangan (view) yang sangat mendukung. Begitupun dengan 
aspek sumberdaya, 12 mil ke arah perairan merupakan daerah 
tangkapan ikan atau sumber daya perikanan serta rumput laut yang 









sangat melimpah. Terumbu karang juga sebagai objek wisata pesisir 
yang sangat langka dan sangat menarik secara internasional.94 
Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kawasan pesisir dan 
laut telah mendapat perhatian yang semakin penting oleh sebagian 
besar Negara-negara yang mempunyai pantai luas/panjang. Terdapat 
kecenderungan bahwa wilayah pantai mengalami kerusakan karena 
factor dalam (abrasi) atau akibat dari ulah manusia yang sengaja atau 
tidak sengaja merusak lingkungan. 
Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kawasan 
pesisir dan laut menyangkut pendekatan multi-disiplin dan inter-
disiplin, melibatkan pakar-pakar dari berbagai idang ilmu. Dalam 
konteks kawasan pesisir laut itu, planning, design, dan management 
adalah bersifat interactive dan interdependent.95 
Indonesia sebagai negara maritim yang terbesar di dunia yang 
berarti memiliki pantai/pesisir terpanjang, merupakan tuntutan dan 
kebutuhan untuk menyempurnakan pengelolaan kawasan pesisirnya, 
dengan demikian diharapkan pemanfaatan sumberdayanya dapat 
terlaksana lebih efektif dan efesiens, dapat secara produktif dan 
optimal dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, yang 
berwawasan lingkungan perlu dukungan peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan para perencana pembangunan dan 
perumus/pembuat kebijakan pembangunan serta diperlukan pula dana 









dan kesadaran masyarakat menjaga kelestarian lingkungan terutama 
pada kawasan pesisir dan laut disamping peraturan perundang-
undangan untuk mengurangi/membatasi dilakukannya tindakan-
tindakan yang negative terhadap kelestarian lingungan.96 
1. Penguasaan TanahPantai Hasil Reklamasi Oleh Masyarakat di 
Pulau Barrang Lompo 
Salah satu bentuk pengelolaan tata guna tanah dari 
penatagunaan tanah yaitu adalah bentuk penguasaan atas tanah 
tersebut oleh seseorang atau badan hukum.  
Penguasaan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 
tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal ayat (2) yang 
menyatakan bahwa: 
Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, 
kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 
 
Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam 
arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan 
dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang 
dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan 
kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang 
dihaki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat 
dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada 







penguasaan yuridis, yang biar pun memberi kewenangan untuk 
menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya 
penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang 
yang memiliki tanah tidak menggunakan tanahnya sendiri akan tetapi 
disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah 
tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan 
oleh penyewa tanah. 97 Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini 
dipakai dalam aspek privat. Ada penguasaan yuridis yang beraspek 
publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.98 
Dalam hal penguasaan atas tanah hasil reklamasi di Pulau 
Barrang Lompo, dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 
masyarakat yang melakukan reklamasi tersebut, semua responden 
sama seklai belum ada yang memiliki alas hak atas tanah tersebut, ini 
berarti mereka tidak menguasai tanah hasil reklamasi tersebut secara 
yuridis. Akan tetapi mereka melakukan penguasaan fisik secara turun-
temurun. Ini terlihat dari beberapa responden yang telah melakukan 
reklamasi sejak tahun 1995 dan tanah hasil reklamasi tersebut telah 
diberikan kepada keturunan dan kerabatnya. 
Penguasaan atas tanah hasil reklamasi oleh masyarakat Pulau 
Barrang Lompo merupakan hanya penguasaan secara fisik. Hj. 
rahama yang merupakan salah satu masyarakat yang melakukan 
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reklamasi pada saat wawancara pada tanggal 13 April 2016 
berpendapat bahwa tanah itu adalah miliknya secara penuh karena dia 
yang mengusahakan sehingga diperoleh tanah dari hasil reklamasi 
tersebut dan tanah itu telah dikuasai selama berpuluh-puluh tahun.  
Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa tanah hasil reklamasi 
dapat diajukan hak dan yang diprioritaskan dalam mendapatkan hak 
tersebut adalah pihak yang melakukan reklamasi. 
 
2. Penggunaan Tanah Pantai Hasil Reklamasi Oleh Masyarakat di 
Pulau Barrang Lompo 
Penggunaan Tanah disebutkan dalam salah satu pasal dalam 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan 
Tanah yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: 
Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik 
yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. 
 
Dari hasil penelitian, tanah hasil reklamasi di Pulau Barrang 
Lompo penggunaanya dilakukan oleh masyarakat asli Pulau Barrang 
Lompo. Belum ada masyarakat pendatang dari daerah lain yang 
melakukan reklamasi di pulau ini. Dari hasil wawancara dengan 
masyarakat yang melakukan reklamasi, mereka rata-rata memiliki 
banyak anggota keluarga sehingga memerlukan banyak tempat agar 
dapat memenuhi kebutuhan dalam hal tempat tinggal. Beberapa 





masing telah berkeluarga sehingga memerlukan tempat tinggal, maka 
dari itu mereka melakukan penimbunan atau reklamasi untuk 
memenuhi kebutuhan akan tanah yang mereka rasakan.  
Tanah hasil reklamasi di Pulau Barrang Lompo digunakan oleh 
masyarakat Pulau barrang Lompo sendiri, berbeda dengan reklamasi 
yang banyak dilakukan di kota-kota besar yang banyak melibatkan 
pihak perusahaan dan swasta serta memiliki unsur politis, reklamasi 
yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo semata-mata 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah. 
 
3. Pemanfaatan Tanah Pantai Hasil Reklamasi Oleh Masyarakat di 
Pulau Barrang Lompo 
Pemanfaatan Tanah disebutkan dalam salah satu pasal dalam 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan 
Tanah yaitu pada Pasal 1 ayat (4) yang mengatakan bahwa: 
 
Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah 
tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. 
 
 
Tanah Hasil reklamasi di Pulau Barrang Lompo dimanfaatakn oleh 
masyarakat sebagai daerah pemukiman walaupun ada beberapa yang 
memanfaatkannya untuk membangun gudang tempat penyimpanan 
alat-alat perlengkapan nelayan ataupun tempat penyimpanan hasil laut 
yang dibeli dari nelayan. Selain pemanfaatannya sebagai pemukiman 





dimanfaatkan sebagai daerah wisata ataupu bisnis, tanah hasil 
reklamasi murni dimanfaatkan untuk pemukiman masyrakat setempat. 
Pemanfaatan tanah hasil reklamasi harus mengacu pada Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang tercantum dalam Peraturan 
daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Wilayah Kota 
Makassar. Pulau Barrang Lompo yang terletak di Keluarahan Barrang 
Lompo Kecamatan Ujung tanah, di dalam Perda tentang RTRW ini di 
jadikan sebagai Wilayah Pengembangan (WP) V yang diperuntukkan 
sebagai Kawasan Khusus Pariwisata Maritim seperti yang tercantum 
dalam Pasal 10 angka 1 yaitu: 
Kawasan Khusus Pariwisata Maritim, yang berada pada kepulauan 
Spermonde Makassar, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Pandang 
dan Ujung Tanah 
 
Pemanfaatan tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat 
Pulau Barrang Lompo apabila dilihat dari hukum nasional yang berlaku 
di Indonesia telah menyalahi aturan. Hal ini disampaikan oleh Pihak 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, pada wawancara 
yang dilakukan dengan Irma Kartikasari, S.T., M.T., selaku Kasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang 
dan Fasum Fasos bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, bila 
masyarakat ingin melakukan pemanfaatan ruang harusnya terlebih 
dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apalagi bila ingin 





memiliki IMB yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar.99 
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar (DTRB) bertugas 
dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berada di Kota 
Makassar. Penataan ruang di Kota Makassar mengacu pada RTRW 
Kota Makassar, maka semua bentuk pemanfaatan ruang harus sesuai 
dengan regulasi. Dinas Tata Ruang dan Bangunan sendiri mengakui 
kurangnya pengawasan di Wilayah pulau-pulau kecil sehingga 
penataan ruang di pulau-pulau kecil belum berjalan.100 
Kurangnya perhatian dari pemerintah kepada Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau kecil membuat belum adanya Penatagunaan tanah di 
Pulau Barrang Lompo sehingga penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah di wilayah ini banyak yang tidak sesuai dengan 
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Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau 
Barrang Lompo berdasarkan dari penelitian yang dilakukan 
sampai sekarang belum memiliki alas hak atas tanah, mereka 
hanya melakukan penguasaan fisik selama bertahun-tahun atas 
tanah tersebut. 
2. Penatagunaan tanah hasil reklamasi di Pulau Barrang Lompo 
belum pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. 
Masyarakat menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah 
hasil reklamasi tersebut sesuai dengan kebiasaan mereka dan 
melakukannya tanpa melibatkan pemerintah. Sesuai dengan 
RTRW Kota Makassar, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang ada di kecamatan Ujung Tanah dan Ujung Pandang 










1. Pemerintah harus lebih memperhatikan dan melakukan 
pengawasan di daerah-daerah yang berada di Wilayah pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil terutama dalam hal penguasaan, penggunaan 
serta pemanfaatan tanahnya serta mengenai rekalamasi yang 
banyak dilakukan bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga di 
pulau-pulau kecil.  
2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai penguasaan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah serta reklamasi pantai di 
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar masyarakat pesisir 
yang mayoritas pengetahuannya tentang hukum masih sangat 
rendah dapat juga mengetahui regulasi yang dibuat oleh 

















Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 71 Tahun 2002 tentang 
Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Peraturan Daerah Kota Makassar No. 16 Tahun 2004 tentang Penataan 
Kawasan Pantai, Pulau, Pesisir dan Pelabuhan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 
Tanah. 
Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok  Agraria. 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 








Ali Achmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan (Seri Hukum I Pemberian 
Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum II Sertipikat dan 
Permasalahannya). Jakarta: Prestasi Pustaka. 
Aminuddin Salle, dkk. 2011. Bahan Ajar Hukum Agraria. Makassar: 
ASPublishing. 
Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. 2009. Kewenangan 
Pemerintah di Bidang Pertanahan. Jakarta: Rajawali Pers. 
Boedi Harsono. 2008.Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan 
Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Jakarta:  
Djambatan. 
Fanny J Kaat, 2011, pelaksanaan Reklamasi Tanah Pantai di Kota 
Makassar (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar. 
Farida Patittingi. 2012. Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil di Indonesia. 
Yogyakarta: Rangkang Education. 
Hasni. 2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam 
Konteks UUPA-UUPR-UUPLH. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
I.P.M. Ranuhandoko, 2008, Kamus Terminologi Hukum (Inggris-





Imam Soetiknjo. 1994. Politik  Agraria Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press 
Marwan dan Jimmy P. 2009.Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete 
Edition). Surabaya: Reality Publisher. 
Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: 
Rajawali Pers. 
Urip Santoso. 2005. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Grup. 
Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Grup 
Yusriani Sindara, 2009, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Reklamasi Pantai di 
Raha Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (skripsi), Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 
 
Website: 







Anonim, 2015, Reklamasi Pantai, diakses dari: 
http://bernavidafenny.blogspot.co.id/2015/10/reklamasi-pantai-
makalah.html. 
Anonim, 2014, Alas Hak Atas Tanah, Diakses dari: 
Blogvisnu.blogspot.co.id/2014/12/alas-hak-adalah-merupakan-alat-
bukti.html 
Arief Hidayat, 2009, Pentingnya Penataan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 
Diakses dari: 
http://ariefhidayat06.blogspot.com/2009/04/pentingnya-penataan-
ruang-pesisir-dan.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
 
 
 
 
 
 
88 
 
 
 
 
 
 
 
